 (
-
)



BUPATI SUMEDANG 
PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
NOMOR … TAHUN …
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,


	Menimbang :
	a.
	bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;


	
	b.
	bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Kabupaten Sumedang;

	
	c.
	bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

	
	d.
	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;









	Mengingat :
	1.
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);


	
	2.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

	
	3.
	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 


	
	4.

	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 


	
	5.








	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Indan-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 


	
	6.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Indan-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 


	
	7.
	Undang -Undang Nomor 11 Tahun Tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 


	
	8.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 


	
	9.
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


	
	10.
	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	
	11.
	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	
	12.
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 


	
	13.
	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

	
	14.
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Undang-Undang nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 


	
	15
	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6757 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760); 


	
	16.
	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan	(Lembaran	Negara	Republik Indonesia Tahun 2006	Nomor 86,	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 


	
	17.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 


	
	18.
	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 


	
	19.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);

	
	20.
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 


	
	21.
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6041); 


	
	22.
	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 


	
	23.
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 


	
	24.
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 


	
	25.
	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634,);


	
	26.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);


	
	27.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelengaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);


	
	28.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


	
	29.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;


	
	30.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

	
	31.
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingklungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 


	
	32.
	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyelengaraan Analisis Dampak Lalu lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 

	
	33.
	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran daerah kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran daerah kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);


	
	34.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);


	
	35.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);


	
	36.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 32); 

	
	37.
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3); 


	
	38.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14); 


	
	39.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);


	
	40.
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);


	
	41.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);


	
	42.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);






	
	
	Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG


	
	
	MEMUTUSKAN:


	Menetapkan 
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

	
	
	

	
	
	BAB I
KETENTUAN UMUM


	
	
	Pasal 1

	
	
	
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sumedang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
24. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
25. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
30. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
34. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
35. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
36. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
37. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
38. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
42. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
44. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
45. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
46. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
47. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
48. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
49. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
50. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
51. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
52. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
53. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
54. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
55. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
56. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
57. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
58. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
59. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Sumedang atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Sumedang atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
66. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah.
71. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
73. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
74. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
75. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
76. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
77. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
78. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
79. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
80. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
81. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
82. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meniputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
83. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
84. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
85. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
86. Pelataran adalah berupa lapangan pasar yang dapat dipergunakan untuk berjualan.
87. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
88. Kios adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
89. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
90. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
91. Ternak adalah hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
92. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
93. Tempat Pelelangan yang selanjutnya adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
94. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat Pelelangan.
95. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
96. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
97. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
98. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
99. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
100. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
101. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
102. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhny aberada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yangberfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baikuntuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
103. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
104. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
105. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
106. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
107. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
108. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
109. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

	
	
	

	









	
	

	
	
	

	
	
	BAB II
PAJAK DAERAH

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Pajak

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Jenis Pajak

	
	
	

	
	
	Pasal 2

	
	
	

	
	
	Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

	
	
	

	
	
	Pasal 3

	
	
	

	
	
	(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu SKPD dan surat pemberitahuan pajak terutang.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain yaitu surat pemberitahuan pajak daerah.
(5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
PBB-P2

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

	
	
	

	
	
	Pasal 4

	
	
	

	
	
	(1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan yaitu:
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
b. Jalan tol
c. Kolam renang;
d. Pagar mewah;
e. Tempat olahraga;
f. Galangan kapal, dermaga;
g. Taman mewah;
h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 
i. Menara;
j. Sutet;
k. Apartement;
l. Bendungan/waduk.
(4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah.

	
	
	

	
	
	Pasal 5

	
	
	

	
	
	(1) Setiap orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.
(2) Dalam hal orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.

	
	
	

	
	
	Pasal 6

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, NJOP Tidak Kena Pajak, 
Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 7

	
	
	(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan: (untuk disimulasikan dan dikaji oleh Bidang Pengendalian dan evaluasi)
a.	Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 40% dari NJOP
b.	Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebesar 50% dari NJOP
c.	Untuk NJOP di atas Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebesar 60% dari NJOP.
(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(8) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

	
	
	

	
	
	Pasal 8

	
	
	(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) 
b. Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebesar 0,4% (nol koma empat persen)
c. Untuk NJOP di atas Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)

(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

	
	
	

	
	
	Pasal 9

	
	
	(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang untuk Bumi dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang untuk Bangunan dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana Pasal 7 ayat (3) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Saat Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan

	
	
	

	
	
	Pasal 10

	
	
	

	
	
	(1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Tahun Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(3) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

	
	
	

	
	
	Bagian Ketiga
BPHTB

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

	
	
	

	
	
	Pasal 11

	
	
	

	
	
	(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha; 
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah,
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. guna usaha;
c. hak guna Bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.
(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 12

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

	
	
	

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 13

	
	
	

	
	
	(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak.
(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. 
(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(7) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak PERTAMA Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. 
(8) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk perolehan hak kedua, dan seterusnya Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. 
(9) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). (harus lebih tinggi dari Rp. 300.000.000,00)

	
	
	

	
	
	Pasal 14

	
	
	

	
	
	Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

	
	
	

	
	
	Pasal 15

	
	
	

	
	
	Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) atau ayat (8), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

	
	
	

	
	
	Pasal 16

	
	
	(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

	
	
	

	
	
	Pasal 17

	
	
	

	
	
	(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Pejabat pembuat akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(4) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi Pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.
(5) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Bagian Keempat
PBJT

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

	
	
	

	
	
	Pasal 18

	
	
	Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

	
	
	

	
	
	Pasal 19

	
	
	

	
	
	(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
b. Restoran yang menjual dan/atau menyerahkan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat lain, termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga dan jumlah pembelian dengan menggunaan vocher makanan dan minuman.
c. Restoran sebagaimana dimaksud huruf a di atas meliputi:
1. Rumah Makan
2. Kafetaria;
3. Kantin;
4. Warung Nasi; dan
5. Bar yang merupakan fasilitas hotel
6. Foodtruck
d. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
4. Penyediaan makanan dan/atau minuman melalui jasa aplikasi online.
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. Dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman;
d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

	
	
	

	
	
	Pasal 20

	
	
	(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait; dan
e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
k. glamping; dan
l. kamar kost.
(2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, pembayaran setelah potongan harga, pembayaran atas pembelian voucer menginap dan sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
(3) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau 
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.


Pasal 23

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkaphn untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. pijat refleksi; dan
l. karaoke,
(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata- mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; 
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran 

Pasal 24

(1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
(2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.


Pasal 26

(1) Tarif PBJT atas Makanan dan Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a.	Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan    minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).
c. Konsumsi Tenaga Listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri ditetapkan sebagai berikut
1)	Rumah Tangga:
1. kapasitas daya 450 VA sebesar 6% (enam persen);
2. kapasitas daya 900 VA ke atas sebesar 8% (delapan persen);
2) Bisnis:
1. Kapasitas daya 450-200.000 VA sebesar 8% (delapan persen);
2. Kapasitas daya 200.000 VA ke atas sebesar 10% (sepuluh persen).
3) Sosial komersial:
3) Kapasitas 200.000 VA ke atas 5% (lima persen).
d.	Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
1) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
2) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku.
(3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(4) Tarif PBJT atas jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(5)  Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
a. tontonan  film  atau  bentuk  tontonan  audio visual  lainnya  yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar 10% (sepuluh persen);
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan /atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
c. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
d. kontes binaraga sebesar 10% (sepuluh persen);
e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
f. pertunjukan sirkus,  akrobat  dan  sulap  sebesar  10%  (sepuluh persen);
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen);
h. permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
i. olahraga  permainan    dengan    menggunakan    tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
k. pijat  refleksi  ditetapkan  sebesar  10%  (sepuluh persen);
l. karaoke ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen)

Pasal 27

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

(1) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PBJT diatur di Peraturan Bupati


	

	
	

	
	
	Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 30

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/ slide; dan i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial

	
	
	

	
	
	Pasal 31

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 32

	
	
	

	
	
	(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan NJOPR dan NSPR.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(5) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Pasal 33

	
	
	

	
	
	Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

	
	
	

	
	
	Pasal 34

	
	
	

	
	
	Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

	
	
	

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

	
	
	

	
	
	Pasal 35

	
	
	

	
	
	(1) Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak penyelenggaraan reklame. 
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

	
	
	

	
	
	Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

	
	
	

	
	
	Pasal 36

	
	
	

	
	
	(1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat; 
e. keperluan keagamaan; dan/atau
f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.

	
	
	

	
	
	Pasal 37

	
	
	

	
	
	(1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 38

	
	
	

	
	
	(1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

	
	
	

	
	
	Pasal 39

	
	
	

	
	
	Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

	
	
	

	
	
	Pasal 40

	
	
	

	
	
	Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

	
	
	

	
	
	Pasal 41

	
	
	

	
	
	(1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

	
	
	

	
	
	Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

	
	
	

	
	
	Pasal 42

	
	
	

	
	
	(1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips; 
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
ab. tanah serap (fullers earth);
ac. tanah diatom;
ad. tanah liat;
ae. tawas (alum);
af. tras;
ag. yarosit;
ah. zeolit;
ai. basal;
aj. trakhit;
ak. belerang;
al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
b. kegiatan pengambilan mineral logam dan bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
c. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

	
	
	

	
	
	Pasal 43

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 44

	
	
	

	
	
	(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

	
	
	

	
	
	Pasal 45

	
	
	

	
	
	Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

	
	
	

	
	
	Pasal 46

	
	
	Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

	
	
	

	
	
	Pasal 47

	
	
	

	
	
	(1) Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak Pajak MBLB ditetapkan.
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

	
	
	Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak


	
	
	Pasal 48

	
	
	

	
	
	(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

	
	
	

	
	
	Pasal 49

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif


	
	
	Pasal 50

	
	
	

	
	
	(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

	
	
	

	
	
	Pasal 51

	
	
	

	
	
	Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

	
	
	

	
	
	Pasal 52

	
	
	

	
	
	Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedelapan
OPSEN

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak


	
	
	Pasal 53

	
	
	

	
	
	Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
a. PKB; dan 
b. BBNKB.

	
	
	

	
	
	Pasal 54

	
	
	Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
a. PKB; dan
b. BBNKB

	
	
	

	
	
	Pasal 55

	
	
	Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen),
dihitung dari besaran Pajak terutang.

	
	
	

	
	
	Pasal 56

	
	
	Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

(Ketentuan lebih lanjut Menunggu sinkronisasi dengan Perda Provinsi)


	
	
	

	
	
	Bagian Kesembilan
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya


	
	
	Pasal 57

	
	
	

	
	
	(1) Hasil penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h paling sedikit 10% (sepuluh persen) dapat dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
(3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
a. Penanaman pohon;
b. Pembuatan lubang atau sumur resapan;
c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. Pengelolaan limbah.

	
	
	

	
	
	BAB III
RETRIBUSI

	
	
	

	
	
	Pasal 58

	
	
	

	
	
	(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

	
	
	

	
	
	Pasal 59

	
	
	(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan 
d. pelayanan pasar.
e. pengendalian lalu lintas (koordinasi dengan Dishub identik dengan pungutan dispensasi jalan di jalan Kabupaten dan harus ada kajian khusus dari Dishub)
(2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi: 
a. PBG; dan
b. penggunaan tenaga kerja asing.

	
	
	

	
	
	

	
	
	BAB IV 
RETRIBUSI JASA UMUM

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 60

	
	
	(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
a. Puskesmas;
b. Puskesmas keliling;
c. Puskesmas pembantu;
d. balai pengobatan;
e. rumah sakit umum Daerah; dan
f. tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
a. Pemerintah;
b. BUMN;
c. BUMD; dan
d. pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 61

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati Pelayanan Kesehatan.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati Pelayanan Kesehatan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(3) Dikecualikan dari Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
a. masyarakat yang menjadi sasaran dan memenuhi ketentuan Program Jaminan Kesehatan Daerah; dan
b. anak Sekolah di Daerah yang berkunjung ke Puskesmas pada jam belajar dengan menunjukan buku berobat dari sekolah.


	
	
	
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	
Pasal 62

	
	
	

	
	
	(1) Tingkat pengukuran penggunaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan pada:
a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
b. teknologi/alat yang digunakan;
c. tingkat kesulitan;
d. tingkat keterampilan; dan/atau 
e. kegawatan.
(2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit umum Daerah berdasarkan:
a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
b. teknologi alat yang digunakan;
c. tingkat kesulitan;
d. tingkat keterampilan;
e. kegawatan; dan/atau 
f. kelas perawatan.


	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif


	
	
	Pasal 63

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kebersihan


	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi


	
	
	Pasal 64

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir Sampah; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir Sampah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

	
	
	

	
	
	Pasal 65

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa


	
	
	Pasal 66

	
	
	

	
	
	(1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan tingkat volume, jenis Sampah, golongan penerima jasa serta jenis layanan yang diberikan.
(2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.

	
	
	

	



	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif


	
	
	Pasal 67

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


	
	
	Bagian Ketiga

	
	
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

	
	
	

	
	
	Pasal 68

	
	
	

	
	
	Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 69

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 70

	
	
	

	
	
	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis kendaraan dan jangka waktu menggunakan tempat Parkir.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 71

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	



	
	

	
	
	Bagian Keempat

	
	
	Retribusi Pelayanan Pasar

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 72

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 73

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menikmati Pelayanan atau menggunakan fasilitas Pasar, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 74

	
	
	

	
	
	Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan, luas atau klasifikasi tempat, fasilitas di pasar, jenis pedagang dan kelas pasar yang digunakan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 75

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	BAB V
RETRIBUSI JASA USAHA

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 76

	
	
	(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu penyediaan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu fasilitas Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 77

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 78

	
	
	

	
	
	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

	

	
	
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 79

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 80

	
	
	(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat Pelelangan.
(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat Pelelangan.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 81

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan.
(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 82

	
	
	

	
	
	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan di tempat Pelelangan dan nilai transaksi jual beli.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 83

	
	
	

	
	
	(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebesar 5% (lima persen dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan rincian sebagai berikut:
a. pihak penjual sebesar 2% (dua persen); dan
b. pihak pembeli sebesar 3% (tiga persen).

	
	
	

	
	
	Bagian Ketiga
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir 
di Luar Badan Jalan

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 84

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 85

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 86

	
	
	

	
	
	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 87

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Bagian Keempat
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 88

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 89

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, termasuk pemugut atau pemotong Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

	
	
	

	




	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 90

	
	
	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kategori kamar, tamu, dan jangka waktu pemakaian dan pelayanan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 91

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 92

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 93

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 94

	
	
	

	
	
	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan wilayah pengangkutan

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 95

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 96

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 97

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga.

	
	
	

	

	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 98

	
	
	

	
	
	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olahraga.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 99

	
	
	

	
	
	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 100

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

	
	
	

	
	
	Pasal 101

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.
(2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 102

	
	
	

	
	
	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, kualitas dan ukuran serta jenis hasil produksi usaha Daerah.

	
	
	

	


	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 103

	
	
	

	
	
	Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Bagian Ketujuh

	
	
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

	
	
	

	
	
	Pasal 104

	
	
	

	
	
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 105

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pemakaian Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:
a. pemakaian panggung dan alat musik;
b. rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan;
c. pemakaian/pemanfaatan tanah;
d. penyediaan jasa laboratorium;
e. penyediaan jasa alat berat;
f. fasilitasi komunikasi dan informatika;
g. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
h. pemakaian peralatan alat uji kendaraan bermotor.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yaitu:
a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan 
b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

	
	
	

	
	
	Pasal 106

	
	
	

	
	
	(1) Subjek Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Wajib Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemungut dan pemotong Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 107

	
	
	

	
	
	(1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian panggung dan alat musik, rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan, pemakaian/pemanfaatan tanah, penyediaan jasa laboratorium, penyediaan jasa alat berat dan fasilitasi komunikasi dan informatika diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, berdasarkan jenis pemanfaatan, volume dan jangka waktu serta jenis fasilitas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian peralatan alat uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 108

	
	
	

	
	
	Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	BAB VI
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Retribusi PBG

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 109

	
	
	

	
	
	(1) Objek Retribusi PBG yaitu penerbitan PBG dan SLF.
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat layak fungsi Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
a. pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
3. perubahan luas Bangunan Gedung;
4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

	
	
	

	
	
	Pasal 110

	
	
	(1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2) Wajib Retribusi PBG yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 111

	
	
	(1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
a. Bangunan Gedung; dan
b. prasarana Bangunan Gedung.
(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. luas total lantai;
b. indeks terintegrasi; dan
c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. volume;
b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 
c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 112

	
	
	(1) Besarnya Retribusi PBG dihitung berdasarkan penetapan:
a. lingkup item komponen retribusi ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan, dan pelestarian/ pemugaran; dan
c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan Retribusi PBG untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
a. Bangunan Gedung; dan
b. Prasarana Bangunan Gedung.

(3) Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
PBG = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus: If x ∑ (bp x Ip) x Fm (3)

(4) Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

PBG Prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg

(5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

	
	
	

	
	
	Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 113

	
	
	(1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
a. instansi pemerintah;
b. perwakilan negara asing;
c. badan internasional;
d. lembaga sosial;
e. lembaga keagamaan; dan
f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

	
	
	

	
	
	Pasal 114

	
	
	(1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

	
	
	

	
	
	Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

	
	
	

	
	
	Pasal 115

	
	
	Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya Pengesahan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing dan jumlah Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

	
	
	

	
	
	Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

	
	
	

	
	
	Pasal 116

	
	
	(1) Besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing.
(2) Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penetapan surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
(4) Perpanjangan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

	
	
	

	
	
	Pasal 117

	
	
	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.

	
	
	

	
	
	BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

	
	
	

	
	
	Pasal 118

	
	
	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

	
	
	

	
	
	Pasal 119

	
	
	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dari biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan atau penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin atau dokumen pengesahan perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin atau Pengesahan RPTKA perpanjangan tersebut, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

	
	
	

	
	
	Pasal 120

	
	
	(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Khusus tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	BAB VIII
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

	
	
	

	
	
	Pasal 121

	
	
	(1) Masa Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi:
a. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. PBJT atas Tenaga Listrik;
c. PBJT atas Jasa Perhotelan; 
d. PBJT atas Jasa Parkir; dan 
e. Air Tanah.
(2) Masa PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, sebagai berikut:
a. Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat tetap yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
b. Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
(3) Masa Pajak Reklame, sebagai berikut:
a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan Reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan kalender; dan
b. Pajak Reklame bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
(4) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 3 (tiga) bulan kalender.
(5) Tahun PBB P-2 yaitu 1 (satu) tahun kalender, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

	
	
	

	
	
	BAB IX
MASA RETRIBUSI

	
	
	

	
	
	Pasal 122

	
	
	(1) Masa Retribusi yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
(2) Masa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu jangka waktu yang ditetapkan dalam Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.
(3) Retribusi terutang dalam Masa Retribusi yaitu pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

	
	
	

	
	
	BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

	
	
	

	
	
	Pasal 123

	
	
	Pajak dan Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

	
	
	

	
	
	BAB XI 
PEMUNGUTAN PAJAK

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

	
	
	

	
	
	Pasal 124

	
	
	(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPTPD.
(2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib PBB- P2 dan BPHTB.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan

	
	
	

	
	
	Pasal 125

	
	
	(1) Pendataan Wajib PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP.
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya formulir SPOP oleh Subjek Pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Pasal 126

	
	
	(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) Bupati menerbitkan SPPT.
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

	
	
	

	
	
	Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

	
	
	

	
	
	Pasal 127

	
	
	(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak Yang Terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi:
a. PBB-P2;
b. Reklame;
c. Air Tanah;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.
(4) Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak:
a. PBJT, meliputi:
1) Makanan dan/atau Minuman;
2) Tenaga Listrik;
3) Jasa Perhotelan;
4) Jasa Parkir; dan
5) Jasa Kesenian dan Hiburan.
b. MBLB;
c. Sarang Burung Walet; dan 
d. BPHTB.

	
	
	

	
	
	Pasal 128

	
	
	(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b, sampai dengan huruf e dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dibayar dengan menggunakan SPPT.
(4) Dokumen SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SKPD.
(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) huruf a, sampai dengan huruf c dibayar dengan menggunakan SPTPD.
(6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) huruf d dibayar dengan menggunakan SSPD.
(7) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi sebagai SPTPD.
(8) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 129

	
	
	(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Yang Terutang dihitung secara jabatan; atau
4) khusus untuk BPHTB, apabila SSPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru, dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang; dan
c. SKPDN jika jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak
(2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
(3) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5) Jumlah Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

	
	
	

	
	
	Pasal 130

	
	
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Pasal 131

	
	
	(1) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Bagian Keempat
Surat Tagihan Pajak

	
	
	

	
	
	Pasal 132

	
	
	(1) Bupati dapat menerbitkan STPD dalam hal:
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; atau
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

	
	
	

	
	
	Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

	
	
	

	
	
	Pasal 133

	
	
	(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Yang Terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi jangka waktu paling lama satu (1) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Pasal 134

	
	
	(1) Pajak Yang Terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Surat Paksa diterbitkan dalam hal:
a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan Penagihan Pajak seketika dan sekaligus; atau
c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
(3) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
b. dasar hukum Penagihan Pajak;
c. besarnya Pajak terutang; dan
d. perintah untuk membayar.
(4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(5) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur Penagihan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Pasal 135

	
	
	(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keputusan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

	
	
	

	
	
	Pasal 136

	
	
	(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan Permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

	
	
	

	
	
	Pasal 137

	
	
	(1) Jika Pengajuan Keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkanya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

	
	
	

	
	
	

	
	
	Bagian Ketujuh
Pembetulan

	
	
	

	
	
	Pasal 138

	
	
	(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedelapan
Digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	
	
	

	
	
	Pasal 139

	
	
	(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dengan memasang alat dan/atau system perekam data transaksi usaha pada system informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak yang terhubung dengan system online pelaporan transaksi yang dimiliki perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
a. Teguran Lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin dan/atau
g. denda administratif.
(3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Bagian Kesembilan
Penghargaan/Hadiah 

	
	
	

	
	
	Pasal 140

	
	
	(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan/hadiah kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan melaksanakan kewajibannya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan/hadiah kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	BAB XII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

	
	
	

	
	
	Pasal 141

	
	
	(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pendapatan Daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi Tenaga Kerja Asing online atau kode billing pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
(5) Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan SKRD.
(6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
(7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
(8) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

	
	
	

	
	
	Pasal 142

	
	
	(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkankanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

	
	
	

	
	
	Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

	
	
	

	
	
	Pasal 143

	
	
	(1) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis.
(2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

	
	
	

	
	
	Bagian Keempat
Keberatan

	
	
	

	
	
	Pasal 144

	
	
	(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

	
	
	

	
	
	Pasal 145

	
	
	(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

	
	
	

	
	
	Pasal 146

	
	
	(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

	
	
	

	





	
	

	
	
	BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
PAJAK DAN RETRIBUSI

	
	
	

	
	
	Pajak 147

	
	
	(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan), sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

	
	
	

	
	
	Pasal 148

	
	
	(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak manjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau
b. adanya pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

	
	
	

	
	
	Pasal 149

	
	
	(1) Khusus untuk PBB-P2, SPPT dapat dinonaktifkan apabila tidak ada pembayaran dari Wajib Pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penonaktifan SPPT sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 150

	
	
	(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

	
	
	

	
	
	Pasal 151

	
	
	(1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	



	
	

	
	
	BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Pembukuan

	
	
	

	
	
	Pasal 152

	
	
	(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huuf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
(6) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua
Pemeriksaan

	
	
	

	
	
	Pasal 153

	
	
	(1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban Perpajakan dan/atau Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
(2) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

	
	
	

	
	
	Pasal 154

	
	
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	BAB XVI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

	
	
	

	
	
	Pasal 155

	
	
	(1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

	
	
	

	
	
	BAB XVII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

	
	
	

	
	
	Pasal 156

	
	
	(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

	
	
	

	
	
	Pasal 157

	
	
	(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:

a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan 
b. potensi Pajak dan Retribusi.

(2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. struktur ekonomi Daerah;
b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
c. ketimpangan pendapatan;
d. indeks pembangunan manusia;
e. kemandirian fiskal;
f. tingkat pengangguran;
g. tingkat kemiskinan; dan 
h. daya saing Daerah.
(3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.


	
	
	

	
	
	BAB XIX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK


	
	
	Pasal 158

	
	
	(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



	
	
	BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 159
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.


	
	
	

	
	
	Pasal 160

	
	
	(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 161
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.


	
	
	BAB XXII
KETENTUAN PIDANA


	
	
	Pasal 162


	
	
	(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 163

	
	
	Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.


	
	
	

	
	
	Pasal 164

	
	
	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

	
	
	

	
	
	Pasal 165

	
	
	Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.


	
	
	BAB XXIV

	
	
	KETENTUAN PENUTUP


	
	
	Pasal 167

	
	
	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor…
Tahun…..tentang Pajak….. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ,,,,Nomor,,,, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun…. Nomor ….), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.


	
	
	Pasal 168


	
	
	Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

	
	
	

	
	
	Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.


	
	
	Pasal 170

	
	
	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor…Tahun….tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor…Tahun….tentang Retribusi Izin Usaha Industri;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor…Tahun…tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor…Tahun….tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor…Tahun….tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor…Tahun…tentang Pajak Sarang Burung Walet;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor…Tahun….tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor…Tahun…tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
i. dst.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


	
	
	Pasal 171

	
	
	Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

	
	
	

	
	
	Pasal 172

	
	
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.


	
	
	Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal … 
BUPATI SUMEDANG, 

ttd 

Nama Tanpa Gelar 

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal … 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, 

ttd 
Nama Tanpa Gelar 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN … NOMOR …






PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
NOMOR …TAHUN …
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH




I. UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumedang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini mengatur
9 (sembilan) Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah
Retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentatg Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi

Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sumedang, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sumedang.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas. Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f


Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid. Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.
Huruf h
Cukup jelas.



Pasal 5

Huruf i


Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas. Pasal 8
Cukup jelas. Pasal 9
Cukup jelas. Pasal 10
Cukup jelas. Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas. Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu alrtara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan
dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.
Pasal 14
Cukup jelas. Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “restoran” adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan
minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di

Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada































Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)

konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f


Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Huruf j


Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.


Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f


Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam
kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.


Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.


Huruf j



Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas. Huruf I
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.


Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25
Cukup jelas. Pasal 26
Cukup jelas. Pasal 27
Cukup jelas. Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas. Pasal 32
Cukup jelas. Pasal 33
Cukup jelas. Pasal 34
Cukup jelas. Pasal 35

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas. Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas. Pasal 41
Cukup jelas. Pasal 42
Cukup jelas. Pasal 43
Cukup jelas. Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas. Pasal 48
Cukup jelas. Pasal 49
Cukup jelas. Pasal 50
Cukup jelas. Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas. Pasal 55
Cukup jelas. Pasal 56
Cukup jelas. Pasal 57
Cukup jelas. Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.






Pasal 60
Cukup jelas. Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas. Pasal 65
Cukup jelas. Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas. Pasal 70
Cukup jelas. Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas. Pasal 73
Yang dimaksud dengan “jenis pedagang“ adalah pedagang tetap dan pedagan musiman.
Pasal 74
Cukup jelas. Pasal 75
Cukup jelas. Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas. Pasal 80
Cukup jelas. Pasal 81
Cukup jelas. Pasal 82
Cukup jelas. Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas. 
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas. 
Pasal 92
Cukup jelas. 
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas. 
Pasal 97
Cukup jelas. 
Pasal 98
Cukup jelas. 
Pasal 99
Cukup jelas. 
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas. 
Pasal 104
Cukup jelas. 
Pasal 105
Cukup jelas. 
Pasal 106
Cukup jelas. 
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas.








Ayat (3)
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung
PBG = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
Keterangan: LLt : Luas Total Lantai
Ilo : Indeks Lokalitas
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus: If x ∑ (bp x Ip)
x Fm 
Keterangan : If : indeks fungsi
bp : bobot parameter 
Ip : indeks parameter Fm : faktor kepemilikan
Ayat (4)

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
PBG Prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan : V : Volume
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana
Bangunan Gedung


Ayat (5)


Contoh perhitungan Retribusi PBG serta Sarana dan prasarana:

A. Kasus hunian perumahan baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) :36 m2

Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : pribadi Prasarana : Pagar 38 m
SHST BGN Sederhana : Rp5.620.000,00

Indeks Lokalitas : 0,35%



	Fungsi
	Indeks
	bp x Ip
	Klasifikasi dan Parameter

	
	Fungsi
	
	

	Rumah
	0,15
	0,3 x 1
	= 0,3
	Kompleksitas
	:
	sederhana

	
	
	
	
	
	
	

	Tinggal
	
	0,20 x
	= 0,40
	Permanensi
	:
	Permanen

	
	
	2,00
	
	
	
	

	
	
	0,50 x
	= 0,50
	Ketinggian
	:
	1 lantai

	
	
	1,00
	
	
	
	

	
	
	∑ (bp x Ip)
	
	Kepemilikan
	:
	perorangan

	
	
	
	1,2
	
	
	

	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

	

	Prasarana Bangunan Gedung
Jenis Prasarana = Pagar
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) = 1 (Bangunan Baru) Ideks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) = 1 (Bangunan Baru) Harga Satuan Retribusi = Rp 1000 / m

	

	

	

	




Cara perhitungan nilai

1. Retribusi PBG Bangunan

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun (Ibg)



: 36 x (0,35% x Rp5.620.000,00) x 0,18 x 1



: Rp127.461,00



2. Retribusi PBG Prasarana Bangunan

: Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks
BG Terbangun (Ibg) x Hspbg

: 38 x 1 x 1 x 1000

: Rp 38.000,00



Nilai Retribusi = Retribusi PBG Bangunan + Retribusi
Prasarana Bangunan



= Rp127.461,00 + Rp 38.000,00

= Rp 165.461,00










B. Kasus gedung restoran baru

Data Bangunan
Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 500 m2
Ketinggian : 3 lantai
Kepemilikan : pribadi
SHST BGN Sederhana : Rp5.620.000,00
Indeks Lokalitas : 0,25 %.


	Fungsi
	Indeks
	bp x Ip
	Klasifikasi dan Parameter

	
	Fungsi
	
	

	
Usaha
	
0,7
	
0,3 x 2
	
= 0,6
	
Kompleksitas : tidak

	(non
	
	0,20 x 2,00
	= 0,40
	sederhana

	UMKM)
	
	0,50 x 1,12
	= 0,56
	Permanensi : Permanen

	
	
	∑ (bp x Ip)
	1,56
	Ketinggian : 3 lantai

	
	
	
	
	Kepemilikan : perorangan

	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092

	






Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :



: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) 
 x Indeks Terintegrasi(It) x Indeks BG Terbangun

: 500 x (0,25 % x Rp5.620.000,00) x 1,092 x 1

: Rp 7.671.300,00


Pasal 110
Cukup jelas. Pasal 111
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing”
adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas. Pasal 117
Cukup jelas. 



Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya
penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Pasal 119
Cukup jelas. Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas. Pasal 124
Cukup jelas. 
 Pasal 125
Cukup jelas. Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak

ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Ayat (1)
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya
terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.
Contoh:
1.	Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2022. Setelah ditegur dalam jangka waktu
tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun
pajak 2022. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3.	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati
ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas. Angka 2)
Cukup jelas. Angka 3)
Yang dimaksud dengan ”penetapan pajak secara jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.


Pasal 129
Cukup jelas. Pasal 130
Cukup jelas. Pasal 131
Cukup jelas. Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas. Pasal 136
Cukup jelas. Pasal 137
Cukup jelas. 






 Pasal 138
Cukup jelas. Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Surat Tagihan Retribusi Daerah”
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Ayat (7)
Cukup jelas. Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas. Pasal 141
Cukup jelas. Pasal 142
Cukup jelas. Pasal 143
Cukup jelas. Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Lebih Bayar” adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 145
Cukup jelas. Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas. Pasal 150
Cukup jelas. Pasal 151
Cukup jelas. 





 Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah
kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.
Pasal 153
Cukup jelas. Pasal 154
Cukup jelas. Pasal 155
Cukup jelas. Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas. Pasal 156
Cukup jelas. Pasal 157
Cukup jelas. Pasal 158
Cukup jelas. Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas. Pasal 163
Cukup jelas. Pasal 164
Cukup jelas.
 Pasal 165
Cukup jelas.
 Pasal 166
Cukup jelas.
 Pasal 167
Cukup jelas.
 Pasal 168
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR …






LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

	No
	JENIS PELAYANAN
	TARIF (Rp)

	1
	2
	3

	1.
	Tarif Pelayanan Medis Rawat Jalan
	

	
	a.
	Tarif Rawat Jalan
	10.000

	
	b.
	Tarif Pemeriksaan Gigi
	

	
	
	1)
	Tarif Tindakan Pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi
	31.000

	
	
	2)
	Tarif Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi 
	45.000

	
	
	3)
	Tarif Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi
	51.000

	
	
	4)
	Tarif Tindakan pencabutan gigi dengan komplikasi
	65.000

	
	
	5)
	Tarif tindakan perawatan saluran akar 1 gigi 
	33.000

	
	
	6)
	Tarif tindakan penambalan sementara setiap 1 gigi
	31.000

	
	
	7)
	Tarif tindakan penambalan gigi dengan Glass Ionometer/ 1 Gigi
	80.000

	
	
	8)
	Tarif tindakan penambalan tetap dengan komposit/tambalan sinar setiap 1 gigi
	120.000

	
	
	9)
	Tarif tindakan pembersihan karang gigi (scalling) satu region (1/2 rahang atas/bawah) 
	35.000

	
	
	10)
	Tarif tindakan/pengobatan gigi incise abses
	46.000

	
	
	11)
	Pembuatan gigi tiruan (gigi pertama)
	230.000

	
	
	12)
	Pembuatan gigi tiruan (gigi kedua dan seterusnya)
	75.000

	
	c
	Tarif Pemeriksaan KIA dan PONED
	

	
	
	1)
	Tarif pelayanan pemeriksaan kehamilan ANC (Ante Natal Care)
	50.000

	
	
	2)
	Tarif pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir
	25.000

	
	
	3)
	Tarif Tindakan pemasangan IUD
	100.000

	
	
	4)
	Tarif Tindakan Pemasangan implant (tanpa alokon)
	100.000

	
	
	5)
	Tarif tindakan pemasangan alat kontrasepsi suntik
	30.000

	
	
	6)
	Tarif Tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD
	100.000

	
	
	7)
	Tarif tindakan pencabutan alat kontrasepsi IMPLANT
	100.000

	
	
	8)
	Tarif tindakan penangan Komplikasi KB
	125.000

	
	
	9)
	Terapi Krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif 
	150.000

	
	
	10)
	Tarif pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh Bidan
	700.000

	
	
	11)
	Tarif pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh Dokter
	900.000

	
	
	12)
	Tarif pertolongan persalinan dengan tindakan emergensi dasar oleh Bidan
	950.000

	
	
	13)
	Tarif tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta oleh bidan
	150.000

	
	
	14)
	Tarif tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta oleh dokter
	200.000

	
	
	15)
	Tarif Tindakan pasca persalinan
	125.000

	
	
	16)
	Tarif Tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan 
	200.000

	
	
	17)
	Tarif Tindakan pra rujukan pada komplikasi Neonatus
	50.000

	
	d.
	Keterangan Sehat
	15.000

	
	e.
	Keterangan Pemeriksaan Buta Warna
	15.000

	
	f.
	Keterangan Sehat untuk Calon Jemaah Haji
	100.000

	
	g.
	Baby Massage (Pijat Bayi)
	30.000

	
	h.
	Fisioterapi
	35.000

	
	i.
	Konseling
	20.000

	
	j.
	Konseling Psikologi
	100.000

	
	k.
	Home Care
	50.000

	
	l
	Tindik Telinga
	25.000

	
	m.
	Pelayanan P3K pada event tertentu/hari
	500.000

	
	n.
	Pengumpulan limbah medis dari jejaring Puskesmas (Per Kilogram)
	

	
	o
	Tarif sewa mobil ambulance/kali kegiatan diluar BBM 
	

	
	
	1) <5 km
	75.000

	
	
	2) 5-15 km
	20.000/km

	
	
	3) >15 km
	15.000/km

	
	p
	Tarif sewa mobil jenazah 
	

	
	
	1) <5 km
	100.000

	
	
	2) 5-15 km
	25.000

	

	
	3) >15 km
	20.000

	
	
	Tarif pemeriksaan visum hidup/mati
	50.000

	2
	Tarif Pelayanan Medis Rawat Inap
	

	
	a.
	Tarif Rawat Inap/hari
	200.000

	
	b.
	One Day Care
	150.000

	
	c.
	Tarif Pemakaian Inkubator
	50.000

	
	
	
	

	3
	Tarif Pelayanan Tindakan di IGD
	

	
	a.
	Tarif Tindakan pemasangan infuse 
	54.500

	
	b.
	Tarif Tindakan operasi ringan (incise abses, ektirpasi, dll)
	45.500

	
	c.
	Tarif Tindakan operasu sedang (luka bakar dll)
	50.500

	
	d.
	Tarif Tindakan perawatan luka tanpa jahitan
	25.500

	
	e.
	Tarif Tindakan (menjahit luka 1 sampai dengan 3 jahitan)
	45.000

	
	f.
	Tarif Tindakan menjahit luka lebih dari 3 jahitan/tiap jahitan 
	10.000

	
	g.
	Tarif Tindakan angkat jahitan
	25.000

	
	h.
	Tarif tindakan khitanan
	200.000

	
	i.
	Tarif tindakan pemasangan kateter
	50.000

	
	j.
	Tarif Tindakan pengambilan benda asing (corpusalienum)
	25.000

	
	k.
	Tarif Tindakan penggunaan oksigen/jam
	29.000

	
	l.
	Tarif Tindakan pemakaian nebulizer
	35.000

	
	m.
	Bilas Lambung
	50.000

	
	n.
	Tindakan Pemasangan NGT
	75.000

	4
	Tarif pelayanan Penunjang Medis 
	

	
	a.
	Tarif USG
	75.000

	
	b.
	Tarif EKG
	75.000

	
	c.
	Pemeriksaan IVA Test
	25.000

	
	d.
	Pemeriksaan Krioterapi
	75.000

	
	e.
	Pemeriksaan Pap Smear
	125.000

	
	f.
	Pemeriksaan Laboratorium
	

	
	
	1)
	Pemeriksaan Hematologi
	

	
	
	
	a) HB Spektrofotometer
	10.000

	
	
	
	b) HB Sahli
	10.000

	
	
	
	c) Leukosit 
	10.000

	
	
	
	d) Laju Endap Darah
	15.000

	
	
	
	e) Trombosit
	15.000

	
	
	
	f) Hitung Jenis Leukosit
	15.000

	
	
	
	g) Golongan Darah
	20.000

	
	
	
	h) Hematokrit
	10.000

	
	
	2)
	Pemeriksaan Urinalisa
	

	
	
	
	a) Pemeriksaan Urine Rutin
	35.500

	
	
	
	b) Makrospkopis Urine
	5.000

	
	
	
	c) pH
	7.500

	
	
	
	d) Berat Jenis
	7.500

	
	
	
	e) Protein/Albumin
	5.000

	
	
	
	f) Reduksi
	8.000

	
	
	
	g) Urobilin
	7.500

	
	
	
	h) Bilirubin
	7.500

	
	
	
	i) Sedimen Urine
	7.500

	
	
	
	j) Tes Kehamilan
	15.000

	
	
	3)
	Pemeriksaan Faeces
	

	
	
	
	Pemeriksaan Faeces Rutin
	25.000

	
	
	4)
	Pemeriksaan Kimia Klinis
	

	
	
	
	a) Gula Darah
	20.000

	
	
	
	b) Glukosa Darah (stik)
	20.000

	
	
	
	c) Asam Urat (stik)
	25.000

	
	
	
	d) Cholesterol (stik)
	35.000

	
	
	
	e) Cholesterol total
	45.000

	
	
	
	f) HDL Cholesterol
	45.000

	
	
	
	g) LDL Cholesterol
	60.000

	
	
	
	h) Trigiserida
	50.000

	
	
	
	i) Asam Urat
	25.000

	
	
	
	j) Ureum
	30.000

	
	
	
	k) Kreatinin
	30.000

	
	
	
	l) Bilirubin total direct indirect
	40.000

	
	
	
	m) SGOT
	30.000

	
	
	
	n) SGPT
	30.000

	
	
	
	o) Widal
	35.000

	
	
	5)
	Pemeriksaan Mikrobiologi
	

	
	
	
	a) Pemeriksaan BTA
	25.000

	
	
	
	b) Pemeriksaan KOH Mikroskopis
	27.000

	
	
	
	c) Pemeriksaan GO/Gram Mikroskopis
	25.000

	
	
	
	d) Pemeriksaan Sediaan Hapus Darah
	27.000

	
	g
	Pemeriksaan Immunologi dan Serologi
	

	
	
	1) Ig G dan IgM Anti SARS Cov-2
	65.000

	
	
	2) Pemeriksaan Anti HIV rafid
	70.000

	
	
	3) Pemeriksaan Dengue
	140.000

	
	
	4) Pemeriksaan VDRL
	41.000


[bookmark: _GoBack]


BUPATI SUMEDANG,


LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH




STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN



0. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
0. pelayanan pengangkutan sampah dari Transfer Depo/TPSS ke TPAS meliputi:
0. Rumah Tinggal
0. Kelas I sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/bulan;
0. Kelas II sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
0. Rumah kontrakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
0. Perusahaan-perusahaan
2. Ruko (rumah toko)
1. kelas I sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/bulan;
1. kelas II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Penginapan
1. Hotel Bintang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
1. Hotel Melati sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Restoran/ruman makan/warung nasi
1. Kelas I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan;
1. Kelas II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Toko
1. Kelas I sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/bulan;
1. Kelas II sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
1. Kelas III sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Toko Modern 
1. Super Market berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari:
1a.	Klasifikasi A sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
1b.	Klasifikasi B sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
1c.	Klasifikasi C sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 
1. Mini Market sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Pedagang di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Terminal/Sub Terminal dan tempat lainnya
1. Kelas I sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/hari;
1. Kelas II sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/hari;
1. PKL sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/hari;
2. Pabrik/Perusahaan Teknik/Betngkel
1. Kelas I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan;
1. Kelas II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Bioskop sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Perusahaan angkutan/gudang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan;
2. Home Industri
1. Kelas I sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan;
1. Kelas II sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan;




2. Perkantoran/bank
1. Kelas I sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
1. Kelas II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
k) Gedung pertemuan sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan
2. Usaha Jasa/tempat kursus
1. Kelas I sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
1. Kelas II sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan;
0. Rumah sakit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan;
0. Puskesmas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
0. Klinik Besar/Balai Pengobatan
1. Kelas I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan;
1. Kelas II sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
0. Praktek Dokter sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
0. Apotek sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
0. Lembaga Pendidikan/Sekolah
8. Kelas I sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
8. Kelas II sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan;
8. Kelas III sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan;
0.  Gelanggang Olahraga
9. Kelas I sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
9. Kelas II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
0.  Penyelenggaraan hajatan dan keramaian lingkungan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
a. Pengangkutan sampah oleh orang pribadi dan/atau badan ke TPA untuk pemrosesan akhir sampah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/m³

0.  Pengaturan lebih lanjut besarnya tarif retribusi sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 
0.  Besarnya retribusi pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud berlaku untuk jarak sampai 15 km dari TPA.

0.  Setiap kelebihan jarak dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/km/truk. 







BUPATI SUMEDANG,
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LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH





STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM


1. Struktur Tarif Parkir Harian ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
1. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor sejenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

1. Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat:
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

1. Struktur Tarif Parkir Berlangganan ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
1. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpng roda enam atau lebih sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

1.  Struktur tarif parkir di tempat penyelenggaraan parkir ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);




1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

1. Struktur Tarif Parkir Insidentil untuk kendaraan Bermotor angkutan penumpang dan barang ditetapkan sebagai berikut.
1. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
1. Kendaraan bermotor jeni angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
1. Waktu parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4a) adalah setiap 1 (satu) kali parkir.
1. Waktu parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
1. Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang berlaku 1 (satu) tahun;
1. Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat berlaku 6 (enam) bulan.
1. Tempat pembayaran retribusi parkir:
1. Parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang dibayar di lokasi;
1. Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat di lokasi dan/atau dibayar di satuan kerja perangkat daerah yang membidangi;
1. Parkir berlangganan dibayar di satuan kerja perangat daerah yang membidangi; dan
1. Parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang dibayar di lokasi.




BUPATI SUMEDANG,

































LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH




STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR


1. Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang tidak tetap yang memanfaatkan fasilitas di dalam pasar ditetapkan berdasarkan Tipe Pasar dan tingkat pendapatan pedagang rata-rata per hari. 
1. Tingkat pendapatan pedagang rata-rata perhari terdiri dari:
4. Kelompok A adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 60.001,00 (enam puluh ribu satu rupiah);
4. Kelompok B adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 30.001,00 (tiga puluh ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
4. Kelompok C adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata per harinya sampai dengan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).	
1. Tarif perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

	KELAS PASAR
	KELOMPOK
	TARIF (Rp/hari)

	
I

	A
B
C
	800,00
700,00
600,00

	
II

	A
B
C
	700,00
600,00
500,00

	
III

	A
B
C
	600,00
500,00
400,00



Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk pedagang tembakau di dalam pasar ditetapkan berdasarkan jumlah dan kwalitas tembakau ditetapkan sebagai berikut: 

	JUMLAH
	KWALITAS
	TARIF

	
1 ikat 20 lempeng

 
	I
II
III
	
300,00
200,00
100,00











1. Struktur besarnya tarif retribusi pekayanan pasar di pasar hewan ditetapkan berdasarkan jumlah hewan sebagai berikut:
1. Sapi/kerbau sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;
1. Domba/kambing sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor;
1. Ungags sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor. 

1. Struktur besarnya tarif Surat Keterangan Mempergunakan Kios (SKMK) dan Surat Keterangan Mempergunakan Los (SKML) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pasar Tipe A
1. Kios 
a. SKMK yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
b. Heregistrasi SKMK sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
c. Perpanjangan/pembaharuan SKMK sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
1. Los
a. SKML yang pertama sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
b. Heregistrasi SKML sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
c. Perpanjangan/pembaharuan SKML sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

1. Pasar Tipe B
1.  Kios
1. SKMK yang pertama sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
1. Heregistrasi SKMK sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
1. Perpanjangan/pembaharuan SKMK sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
1.  Los
1. SKML yang pertama sebesar 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
1. Heregistrasi SKML sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
1. Perpanjangan/pembaharuan SKML sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) 

1. Pasar Tipe C
1. Kios 
1. SKMK yang pertama sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
1. Heregistrasi SKMK sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
1. Perpanjangan/pembaharuan SKMK sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
1.  Los
1. SKML yang pertama sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
1. Heregistrasi SKML sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
1. Perpanjangan/pembaharuan SKML sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

































BUPATI SUMEDANG,














LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

	NO.
	OBJEK RETRIBUSI
	TARIF RETRIBUSI (Rp)

	a. Retribusi tempat khusus parkir di lokasi objek wisata

	1.
	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
	2.000,-/sekali parkir

	2.
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
	3.000,-/sekali parkir

	3.
	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)
	4.000,- /sekali parkir

	b. Retribusi tempat khusus parkir di pelataran parkir

	1.
	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
	2.000,-/sekali parkir

	2.
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
	3.000,-/sekali parkir

	3.
	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)
	4.000,- /sekali parkir

	c. Retribusi tempat khusus parkir di taman parkir

	1.
	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
	2.000,-/sekali parkir

	2.
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
	3.000,-/sekali parkir

	3.
	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)
	4.000,- /sekali parkir

	d. Retribusi tempat parkir khusus parkir di gedung parkir

	1.
	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
	0,-/sekali parkir

	2.
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
	0,-/sekali parkir

	3.
	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)
	0,- /sekali parkir

	e. Retribusi tempat khusus parkir insidentil

	1.
	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
	2.000,-/sekali parkir

	2.
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
	3.000,-/sekali parkir

	3.
	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)
	4.000,- /sekali parkir






BUPATI SUMEDANG,













LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA


Mess Pemerintah Daerah 

	JENIS KAMAR
	TARIF RETRIBUSI (Rp)
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LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH




STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN 
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK



Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
0. Retribusi kandang Penampungan:
1. Ternak besar sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ekor;
1. Ternak kecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/ekor;
1. Unggas sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/ekor
0. Retribusi pemotongan:
1. Ternak besar sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/ekor;
1. Ternak kecil sebesar Rp. 3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ ekor;
1. Unggas sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah)/ekor
0. Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan:
1. Ternak besar sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/ekor;
1. Ternak kecil sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ekor;
1. Unggas sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/ekor.



BUPATI SUMEDANG,




































LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
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TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA
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LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH




STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN 
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Komoditas Kehutanan dan Perkebunan:
	No
	Jenis Produksi/Komoditas
	Ukuran/Jenis/Spek Teknis
	Harga Jual (Rp)

	1
	2
	3
	4

	
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

	Bibit Dalam Polybag
Kopi Aeabika Kate
Kopi Robusta
Kopi Ekselsa
Kelapa Dalam
Kelapa Mentok
Kelapa Salak
Lada
Vanili Lokal
Vanili Sehat
Aren
Cengkeh
Tembakau
Teh
Nilam
Pinang
Jarak Pagar
Cacao
Kemiri
Pala
Kemiri Sunan
Kayu Manis
Nimba
Kiteja
Karet
Jati Lokal
Jati Unggul
Mahoni
Albazia
Acasia Mangium
Gamelia
Suren
Manglid
Surian
Tisuk
Antoteka kakaya

	
6-9 bulan
6-9 bulan
6-9 bulan
3-4 helai
3-4 helai
Pohon
4-6 bulan
6 bulan
6 bulan
10-12 bulan
11-14 bulan
1 bulan
9 bulan
6 bulan
8 bulan 
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
25-30 cm (6 bulan)
0. cm (6 bulan)

	
5.000
4.000
3.500
6.000
10.000
35.000
4.500
6.500
50.000
7.500
15.000
500
2.500
3.500
3.000
3.000
5.000
5.000
10.000
7.500
4.000
5.000
5.000
12.500
3.000
15.000
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
2.000
3.000
2.500


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

	Bungur
Puspa
Mindi
Pinus
Kosambi
Glodogan Tiang
Tanjung
Maesopsis
Sono Keling

	1 tahun 
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun 
1 tahun
1 tahun
1 tahun 
1 tahun

	5.000
5.000
5.000
7.500
5.000
7.500
5.000
2.000
7.500




















1. komoditas iklan

	No
	Jenis Produksi/Komoditas
	Ukuran/Jenis/Spek Teknis
	Harga Jual

	1.
	Iklan Spot
	Per Detik per satu kali siaran
	50,00

	2.
	Iklan Sponsor
	Per 30 menit per satu kali siaran
	100.000,00

	3.
	Pengumuman
	Per satu kali siaran
	5.000,00




1. Komoditas Bibit dan Benih Tanaman Pangan Hortikultura serta Ternak dan Ikan terdiri dari:
1. Bibit dan Benih Tanaman Pangan Hortikultura meliputi:
1. Benih Padi Kelas benih Sebar (SS) kemasan 5 Kg sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/kg;
1. Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) tanpa kemasan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/kg
1. Padi gabah untuk konsumsi minimal sesuai dengan harga dasar pemerintah.
1. Bibit dan Benih ikan meliputi:
1. Benih Ikan Nila sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)/ekor;
1. Benih ikan Mas sebesar Rp. 85,00 (delapan puluh lima rupiah)/ekor;
1. Benih ikan lele sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)/ekor;
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STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


1. Struktur Tarif didasarkan pada Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, dan peruntukannya
1. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium
3. Pemakaian alat-alat berat:
2. Dump Truk 5 m3 sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam.
2. Dump Truk 3,5 m3 sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
2. Kendaraan Pengangkut Mesin Gilas
1. Zone I (1-20 km) sebesar Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/rit;
1. Zone II (1-25 km) sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)/rit;
1. Zone III (1-50 km) sebesar 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)/rit
1. Zone IV (1-70 km) sebesar 588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/rit
2. Kendaraan Pengangkut Alat Berat
1) Zone I (1-20 km) sebesar Rp. 827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)/rit;
2) Zone II (1-25 km) sebesar Rp. 930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)/rit;
3) Zone III (1-50 km) sebesar 1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)/rit
4) Zone IV (1-70 km) sebesar 1.435.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)/rit
2. Mesin Gilas 8-10 T sebesar Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
2. Water Tank Truck 4000 L sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
2. Mesin Gilas 6-8 T sebesar Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam
2. Mesin Gilas Tandem 6-8 T sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/hari/7 jam
2. Mesin Gilas tandem 4 T sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari/7 jam
2. Mesin Gilas 2,5 T sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



2. Mesin Gilas 1 T sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari/7 jam;
2. Excavator sebesar Rp. 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu ruiah);
2. Becho Loader sebesar Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam;
3. Alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan mutu bahan dan mutu pekerjaan:
3. Pemeriksaan untuk pengambilan sampel konstruksi laston/hot mix dengan mesin core drill sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 titik;
3. Pemeriksaan mutu bahan pembuatan job miz beton sebesar Rp. 1.159.500,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
3. Pengendalian lapangan untuk volume beton <10 m3 sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Pengendalian lapangan untuk volume beton 10 sampai dengan 60 m3 sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Pengendalian lapangan untuk volume beton 60 sampai dengan100 m3 sebesar Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Pengendalian lapangan untuk volume beton 100 sampai dengan 250 m3 sebesar Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);
3. Pemeriksaan bahan lapis penetrasi (lapen) sebesar Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
3. Pemeriksaan pekerjaan lapangan lapisan penetrasi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 titik;
3. Pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi bawah (LPB) sebesar Rp. 910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
3. Pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPB sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 titik;
3. Pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi atas (LPA) sebesar Rp. 910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
3. Pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPA volume 1 km sebesar Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
3. Pemeriksaan sondir untuk satu titik pemeriksaan sebesar Rp. 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Pemeriksaan dynamic cone penetrometer (DCP) volume 1 km sebesar Rp. 727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Pemeriksaan untuk pengambilan sampel konstruksi beton dengan mesin core drill sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 titik;
3. Pemeriksaan untuk pengambilan sampel konstruksi beton bertulang dengan mesin core drill sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 titik;
3. Pengujian kuat tekan beton sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 kubus atau 1 selinder;
3. Pengujian ekstrasi laston/hot mix sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 sampel;
3. Pengujian berat jenis laston/hotmix sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 sampel;
3. Pengujian mutu bahan pembuatan Job Mix Mortar sebesar Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per 1 sampel;
3. Pengujian kuat tekan mortar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 kubus atau 1 selinder;
3. Pengujian kuat lentur beton sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 balok;





1. Pemakaian Tanah
Pemakaian tanah untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha di luar lingkungan pasar dan sungai:
4. Untuk tempat tinggal: 0,05 % x harga dasar tanah x luas tanah;
4. Untuk kegiatan usaha;
1. Luas di bawah 100 m2
1,7 % x harga dasar tanah x luas tanah
1. Luas antara 100 m2 s/d 300 m2
1 % x harga dasar tanah x luas tanah
1. Luas di atas 300 m2
0,2 % x harga dasar tanah x luas tanah

1. Pemakaian Tanah Sempadan Irigasi
5. Dalam Ibukota Kabupaten

	No

	Jenis Pemakaian Tanah
	Luas Lokasi Tiap-tiap Persegi
	Keterangan



	
	
	s.d. 10 m2
	s.d. 50 m2
	s.d. 500 m2
	s.d. 1000 m2
	Di atas 1000 m2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Untuk lahan usaha darurat
	400
	500
	600
	700
	800
	Pertahun

	2
	Untuk lahan usaha Pool material
	600
	800
	1000
	1200
	1500
	Pertahun

	3
	Tanaman Hias
	75
	100
	150
	200
	250
	Pertahun

	4
	Kebun Palawija
	-
	-
	-
	600
	1000
	Pertahun

	5
	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya
	250
	350
	500
	110
	250
	Pertahun

	6
	Pertanian Tadah Hujan
	50
	70
	90
	108
	235
	Pertahun

	7
	Pertanian Tanah pengairan teknis
	100
	140
	160
	230
	300
	Pertahun

	8
	Perikanan
	150
	183.75
	210
	241.5
	315
	Pertahun

	9
	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air
	
	
	
	
	
	Besarnya tarif Rp 650.000/ tahun

	10
	Tanah yang digunakan untuk darmaga Usaha Perhubungan
	
	
	
	
	
	Besarnya tarif Rp 650.000/ tahun










5. Dalam Ibukota Kacamatan

	No

	Jenis Pemakaian Tanah
	Luas Lokasi Tiap-tiap Persegi
	Keterangan



	
	
	s.d. 10 m2
	s.d. 50 m2
	s.d. 500 m2
	s.d. 1000 m2
	Di atas 1000 m2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Untuk lahan usaha darurat
	300
	400
	500
	700
	
	Pertahun

	2
	Untuk lahan usaha Pool material
	300
	500
	750
	900
	
	Pertahun

	3
	Tanaman Hias
	50
	75
	100
	150
	
	Pertahun

	4
	Kebun Palawija
	-
	-
	-
	-
	
	Pertahun

	5
	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya
	250
	350
	500
	1000
	
	Pertahun

	6
	Pertanian Tadah Hujan
	50
	70
	90
	250
	
	Pertahun

	7
	Pertanian Tanah pengairan teknis
	100
	140
	160
	235
	
	Pertahun

	8
	Perikanan
	150
	175
	200
	300
	
	Pertahun

	9
	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air
	
	
	
	
	
	Besarnya tarif Rp 650.000/ tahun

	10
	Tanah yang digunakan untuk darmaga Usaha Perhubungan
	
	
	
	
	
	Besarnya tarif Rp 525.000/ tahun



5. Diluar Ibukota kecamatan

	No

	Jenis Pemakaian Tanah
	Luas Lokasi Tiap-tiap Persegi
	
	Keterangan



	
	
	s.d. 250 m2
	s.d. 500 m2
	s.d. 1000 m2
	s.d. 5000 m2
	s.d 10000 m2
	Di atas 10000 m2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Untuk lahan usaha darurat
	200
	300
	350
	400
	450
	800
	Pertahun

	2
	Untuk lahan usaha Pool material
	150
	500
	550
	600
	650
	1500
	Pertahun

	3
	Tanaman Hias
	40
	50
	60
	70
	80
	250
	Pertahun

	4
	Kebun Palawija
	50
	60
	70
	80
	90
	-
	Pertahun

	5
	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya
	300
	400
	450
	500
	550
	1000
	Pertahun

	6
	Pertanian Tadah Hujan
	50
	60
	70
	80
	90
	250
	Pertahun

	7
	Pertanian Tanah pengairan teknis
	70
	80
	90
	110
	125
	235
	Pertahun

	8
	Perikanan
	150
	175
	2000
	230
	260
	300
	Pertahun

	9
	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air
	
	
	
	
	
	
	Besarnya tarif Rp 650.000/tahun

	10
	Tanah yang digunakan untuk darmaga Usaha Perhubungan
	
	
	
	
	
	
	Besarnya tarif Rp 650.000/tahun



	
	
	1. Tanah Wilayah Sempadan Situ
6. Dalam Ibukota Kabupaten

	No

	Jenis Pemakaian Tanah
	Luas Lokasi Tiap-tiap Persegi
	Keterangan



	
	
	s.d. 10 m2
	s.d. 50 m2
	s.d. 500 m2
	s.d. 1000 m2
	Di atas 1000 m2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Untuk usaha pertanian dan perikanan
	200
	250
	300
	400
	600
	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun



6. Dalam Ibukota Kecamatan 

	No

	Jenis Pemakaian Tanah
	Luas Lokasi Tiap-tiap Persegi
	Keterangan



	
	
	s.d. 10 m2
	s.d. 50 m2
	s.d. 500 m2
	s.d. 1000 m2
	Di atas 1000 m2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Untuk usaha pertanian dan perikanan
	200
	250
	300
	400
	600
	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun










6. Di luar Ibukota Kecamatan



	No

	Jenis Pemakaian Tanah
	Luas Lokasi Tiap-tiap Persegi
	
	Keterangan



	
	
	s.d. 250 m2
	s.d. 500 m2
	s.d. 1000 m2
	s.d. 5000 m2
	s.d 10000 m2
	Diatas 10000 m2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Untuk usaha pertanian dan perikanan
	100
	125
	150
	180
	200
	300
	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun











BUPATI SUMEDANG,








 (
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LAMPIRAN XIII 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN … NOMOR …

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG


A. Indeks Lokalitas (Ilo)
 Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)
	Fungsi Bangunan
	Keterangan
	Indeks Lokalitas

	
	
	Jalan Nasional
	Jalan Provinsi
	Jalan Kabupaten
	Jalan Lingkungan

	Hunian
	Sederhana
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4

	
	Tidak Sederhana
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4

	Usaha
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Sosial dan Budaya
	Pendidikan
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3

	
	Non Pendidikan
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3

	Khusus
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



B. Indeks Terintegrasi (It) 
Tabel Indeks Terintegrasi (It)
	Fungsi
	Indeks Fungsi (If)
	Klasifikasi
	Bobot Parameter (bp)
	Parameter
	Indeks Parameter (Ip)

	Usaha
	0,7 
	Kompleksitas
	0,3
	a. Sederhana 
b. Tidak Sederhana
	1
2

	Usaha (UMKM-Portotipe)
	0,5
	Permanensi
	0,2
	a. Non Permanen
b. Permanen
	1

2

	Hunian
a. <100 m² dan < 2 lantai
	0,15
	Ketinggian
	0,5
	Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai
	Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai

	b. >100 m² dan >2 lantai
	0,17
	
	
	
	

	Keagamaan
	0
	
	
	
	

	Fungsi Khusus
	1
	
	
	
	

	Sosial Budaya
	0,3
	Faktor Kepemilikan (Fm)
	a. Negara
	0

	Ganda/Campuran
a. Luas <500 m² dan< 2 lantai
	0,6
	
	b. Perorangan/Badan Usaha
	1

	b. >500 m² dan >2 lantai
	0,8
	
	
	




Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	Jumlah Lantai
	Koefisien Jumlah Lantai

	Basemen 3 lapis + (n)
	1,393 + 0,1 (n)

	Basemen 3 lapis
	1,393

	Basemen 2 lapis
	1,299

	Basemen 1 lapis
	1,197

	1
	1

	2
	1,090

	3
	1,120

	4
	1,135

	5
	1,162

	6
	1,197

	7
	1,236

	8
	1,265

	9
	1,299

	10
	1,333

	11
	1,364

	12
	1,393

	13
	1,420

	14
	1,445

	15
	1,468

	16
	1,489

	17
	1,508

	18
	1,525

	19
	1,541

	20
	1,556

	21
	1,570

	22
	1,584

	23
	1,597

	24
	1,610

	25
	1,622

	26
	1,634

	27
	1,645

	28
	1,656

	29
	1,666

	30
	1,676

	31
	1,686

	32
	1,695

	33
	1,704

	34
	1,713

	35
	1,722

	36
	1,730

	37
	1,738

	38
	1,746

	39
	1,754

	40
	1,761

	41
	1,768

	42
	1,775

	43
	1,782

	44
	1,789

	45
	1,795

	46
	1,801

	47
	1,807

	48
	1,813

	49
	1,818

	50
	1,823

	51
	1,828

	52
	1,833

	53
	1,837

	54
	1,841

	55
	1,845

	56
	1,849

	57
	1,853

	58
	1,856

	59
	1,859

	60
	1,862

	60+(n)
	1,862+ 0,003 (n)



Keterangan:

· Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
· Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
· Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
· Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
· Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =
(∑ (LLi x KL)) + ∑ (LBi x KB))
(∑ LLi + ∑LBl)
LLi	: Luas Lantai ke-i
KL	: Koefisien jumlah lantai
LBi	: Luas Basemen ke-i 
KBi	: Koefisien Jumlah lapis
C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
	Jenis Pembangunan
	Indeks Bangunan Gedung Terbangun

	Bangunan Gedung baru
	1

	Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung
a.  Sedang
b. Berat
	

0,45 x 50% = 0,225
0,65 x 50% = 0,325

	Pelestarian/Pemugaran
	

	a. Pratama
	0,65 x 50% = 0,325

	b. Madya
	0,45 x 50% = 0,225

	c. Utama
	0,30 x 50% = 0,150




II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
Jembatan …

	NO
	JENIS PRASARANA
	BANGUNAN
	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)

	
	
	
	PEMBANGUNAN BARU
	RUSAK BERAT/
PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG
	RUSAK SEDANG/
PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Konstruksi pembatas/
penahan/ pengaman
	Pagar/Relief:
	
	
	

	
	
	1) Pagar Istana
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	2) Pagar BRC
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	3) Pagar Besi
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	4) Pagar Tembok
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	5) Pagar Kawat
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	6) Relief/Taman
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Turap Pas. Batu Kali/ Bata
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	2.
	Konstruksi perkerasan
	Aspal Beton/ Hotmix
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Penetrasi
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Beton bertulang
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Sirtu
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Keramik
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Plester/Beton Tumbuk
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Paving Blok
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Lapangan Olahraga Beton
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Lapangan Olahraga Rumput
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	3.
	Konstruksi penghubung
	Jembatan Konstruksi beton
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Jembatan Rangka Baja
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Gorong-Gorong Beton
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Gorong-Gorong Rangka Baja
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	4.
	Konstruksi kolam

	Kolam Renang Mewah
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Kolam Renang Permanen
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Kolam Renang Sederhana
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Kolam Ikan Mewah
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Kolam Ikan Permanen
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Kolam Ikan Sederhana
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Kolam Pengolah Limbah
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	5.
	Konstruksi septic tank, sumur
	Septic Tank
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Sumur Pompa Tangan
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Sumur Jet Pump
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Sumur Dalam (artesis)
	1,00
	0,65 x50% = 0,325

	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Sumur Gali/Tanah
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	 6.
	Konstruksi monumen
	Monumen/
Tugu/Gapura/Patung/dan sejenisnya
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	 7.
	Konstruksi instalasi/
kabel/pipa/ tiang
	Pasang Pipa Air/Gas
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Pasang Tower/Tiang Listrik 
Tegangan Tinggi/ 
Telekomuni kasi, Gardu
Gantung, Gardu Non  
GantungPasang …

	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Pasang Kabel Listrik/   
Telekomuni kasi di Bawah 
Tanah
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Pasang Kabel Listrik/ Telekomuni kasi di Atas  
Tanah
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	   8.
	Konstruksi reklame/
papan nama
	Konstruksi Reklame/
Papan Nama/Papan Iklan (berdiri sendiri atau berupa tembok)
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	 9.
	Tangki tanam bahan bakar
	SPBU/ SPPBE
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	  10.
	Pekerjaan drainase  
 (dalam persil)
	Saluran Air Pas. Beton/Batu Kali/Bata:
	

	
	
	1) Lebar 0,20 s/d 0,75 m
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	2) Lebar 0,75 s/d 1,25 m
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	3) Lebar 1,25 m keatas
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	11.
	Tangki
	Tangki Terbuka
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Tangki Dalam Tanah
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	12.
	Kuburan
	Kuburan Biasa
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Kuburan Permanen Pas.
Bata/Tegel/
Keramik/
Marmer
	1,00
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225







BUPATI SUMEDANG,
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